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17 Februari 2021

Nomor : 01/HK/272021
Sifat . Penting
Perihal : Undangan Rapat Monitoring dan Evaluasi

Kepaniteraan Hukum

Lampiran ;-

Kepada :
Yth. 1. Panmud Hukum
2. Staf Kepaniteraan Hukum
Pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas I
Di —
Kuala Tungkal

Dengan Hormat,

Mengharap kehadiran Saudara/i dalam acara Rapat ( Monitoring dan Evaluasi Sub
Kepaniteraan Hukum) yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 18 Februari 2021

Jam : 08.30 WIB

Tempat : Ruang Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal
Kelas Il

Mengingat sangat pentingnya acara tersebut, kami mengharapkan kehadiran
Saudarali tepat pada waktunya. Atas kehadiran dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Pengadilan Negeri Kuala Tungkai Kelas I
Hakim Pengawas

-

-~

Agnes Monica, S.H.



DAFTAR HADIR RAPAT MONITORING DAN EVALUASI
KEPANITERAAN HUKUM
PADA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS It

HARI/TANGGAL : KAMIS / 18 FEBRUARI 2021
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PENGADILAN NEGER! KUALA TUNGKAL KELAS II
HAKIM PENGAWAS KEPANITERAAN HUKUM

-

Agnes Monica S.H.
NIP. 19920825 201712 2 001
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NOTULEN RAPAT MONITORING DAN EVALUAS! KEPANITERAN HUKUM

l. Hari : Kamis
Tanggal 118 Februari 2021
Jam : 38.30 wib s.d selesai
Tempat : Ruang Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal

fl. Pimpinan Rapat: Agnes Monica, S.H.
Notulen : Edi Santoso, S.H.
Peserta Rapat : (Lihat daftar hadir)

. Isi Rapat :

Pada hari ini Kamis, tanggal 18 Februari 2021, pukul 08.30 WIB, Hakim Pengawas Pengadilan
Negeri Kuala Tungkal Kelas I telah melakukan rapat Monitoring dan Evaluasi yang dihadiri oleh
Panmud Hukum dan Staf Kepaniteraan Hukum pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, yang pada
pokoknya membahas tentang :

1. Benturan Kepentingan:
- Menyiapkan form surat pernyataan tentang polensi benturan kepentingan yang kemudian

dibagikan kepada seluruh Hakim dan Pegawai pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal;

- Memisahkan Hakim dan Panitera Pengganti yang memiliki potensi akan terjadinya benturan
kepentingan karena ierikat hubungan suami istri agar tidak menangani berkas yang sama ;

2. Whistle Blowing System:
- Agar Panitera Muda Hukum menginformasikan pada seluruh Pegawai Pengadilan tentang

penerapan Wistlebiowing System melalui Aplikasi SIWAS

Demikian notulen ini dibuat dan ditandatangani oleh notulen rapat dan pimpinan rapat untuk
dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kuala Tungkal, 18 Februari 2021
Pimpinan Rapat,

i

Agnes Monica, S.H. Edi Santoso\S.H.
NIP. 19920825 201712 2 001 NIP. 19811163 200805 1 001
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Foto Rapat Monitoring dan Evaluasi
Kepaniteraan Hukum / Kamis, 18 Februari 2021




LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI TERHADAP PENANGANAN
BENTURAN KEPENTINGAN DI PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL

Dasar Hukum:

Pejabat dalam melaksanakan tugas dan fungsi perlu dilakukan pencegahan-
pencegahan dan penanganan terhadap terjadinya benturan kepentingan dari Pejabat
dalam pengambilan keputusan atau pun dalam pelaksanaan tugasnya. Untuk
penanganan benturan kepentingan dengan berpedoman kepada Permenpan RB
Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan
Kepentingan. Hal ini juga sesuai dengan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung
Nomor 59A/Sek/SIK/1/2014 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di
Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya.

Maksud danTujuan:

Dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penanganan benturan
kepentingan di Pengadilan Negeri Kuala Tungkal mempunyai maksud dan tujuan
untuk mengetahui apakah Pejabat / bidang, yang berakibat pada hasil pekerjaan
tidak maksimal dan bahkan tidak berjalan sama sekali.

Implementasi Penanganan Benturan Kepentingan di Pengadilan Negeri Kuala
Tungkal
1. Implementasi Penanganan Benturan Kepentingan

- Tidak Terdapat potensi adanya benturan kepentingan antara Hakim dan

Panitera Pengganti.

Berdasarkan analisa Pimpinan mengenai apabila ada potensi akan terjadinya
benturan kepentingan antara Hakim dan Panitera Pengganti maka disusuniah dan
telah disepakati bahwa Penetapan Hakim dan Penunjukan Panitera Pengganti untuk
menangani suatu perkara pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tidak akan
diberikan kepada Hakim dan Panitera Pengganti tersebut. Sehingga Hakim dan
Panitera Pengganti yang memiliki potensi benturan kepentingan tersebut tidak akan
bertugas untuk menangani perkara yang sama pada Pengadilan Negeri Kuala

Tungkal.



IV. Rekomendasi:

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi serta analisa tersebut diatas, maka

menyampaikan kepadaTim Penanganan Benturan Kepentingan:

1. Menyiapkan form surat pernyataan tentang potensi benturan kepentingan yang
kemudian dibagikan kepada seluruh Hakim dan Pegawai pada Pengadilan Negeri
Kuala Tungkal;

2. Memisahkan Hakim dan Panitera Pengganti yang memiliki potensi akan terjadinya
benturan kepentingan karena terikat hubungan suami istri agar tidak menangani

berkas yang sama ;

Kuala Tungkal, 22 Februari 2021

QMR/ Hakim
l IZ-—-”'M‘
AndrHendrawan, S.H.,M.H. Rafli Fadilah Achmad, S.H.
Wakil QMR 1/ Panitera Wakil QMR 2/ Sekretaris
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Julianto,S.H. Adri Helver Roniarta, S.E



TINDAK LANJUT HASIL MONITORING DAN EVALUASI TERHADAP
PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Berdasarkan hasil Monitoring dan evaluasi terhadap Penanganan Benturan
Kepentingan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal pada tanggal 22 Februari 2021, telah
merekomendasikan sebagaimana Laporan Monitoring dan Evaluasi dan terhadap

Laporan Monitoring dan Evaluasi tersebut harus ditindak lanjuti.

Rekomendasi :

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi serta analisa tersebut di atas, maka

menyampaikan kepada Tim Penanganan Benturan Kepentingan:

1. Menyiapkan form surat pernyataan tentang potensi benturan kepentingan yang
kemudian dibagikan kepada seluruh Hakim dan Pegawai pada Pengadilan Negeri
Kuala Tungkal;

2. Memisahkan Hakim dan Panitera Pengganti yang memiliki potensi akan terjadinya
benturan kepentingan karena terikat hubungan suami istri agar tidak menangani
berkas yang sama ;

Tindak Lanjut:

Berdasarkan Rekomendasi tersebut diatas, dengan ini telah dilakukan tindaklanjut

berupa:

1. Telah ada form surat pernyataan tentang potensi benturan kepentingan dari Hakim
dan Pegawai pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal,

2. Telah dilakukan pemisahan penanganan perkara antara Hakim dan panitera

Pengganti yang memiliki potensi benturan kepentingan.

Demikianlah tindak lanjut atas hasil Monitoring dan Evaluasi Penanganan Benturan
Kepentingan dalam Pembangunan Zona Intergritas menuju Wilayah Bebas Korupsi
(WBK) dan Wilayah Bersih, Bebas, Melayani (WBBM) Pengadilan Negeri Kuala
Tungkal.

Kuala Tungkal, 23 Februari 2021
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Julianto, S.H.
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LAPORAN TINDAK LANJUT BENTURAN KEPENTINGAN
Bulan lanuari 2021

No.

Uraian Temuan Tindak Lanjut Keterangan

NIHIL

.~Kuala Tungkal, 01 Februari 2021
J;{;:'ff_lgefua Pengadifin Negeri Kuala Tungkal Kelas Il
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